








Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, pembahasan Raperda Peruhahan APBD T.A 2014 dapat kita selesaikan

tepat waktu, meskipun waktu yang tersedia sangat pendek, semoga tidak mengurangi

kualitas dan bobot keputusan yang diambil.

Beberapa rekomendasi sudah kami sampaitan melalui forum komisi ataupun badan

anggaran, ada beberapa catatan berkaitar dengan RAPBD T.A 2014 :

1. Pada setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seringkali kita
temui anggaran belanja untuk komguter, lap top atau note book. Kami
mengharapkan pemerintah daerah untuk: segera menyusun kebutuhan riil tentang
barang-barang tersebut di setiap SKPD yang sesuai dengan beban kerjanya.
Sehingga akan lebih baik untuk perencansan penganggarannya di waktu kedepan.

2. Kami mendukung upaya pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi PAD, tetapi
kami mengharapkan upaya tersebut selaras dengan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, terutama yang menjzdi obyek pajak atau restribusi.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan kami menyetujui
Raperda Perubahan APBD T.A 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda. Semoga
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari
petunjuk Allah SWT Aamin. Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullachi Wabarakatuh.

Rembang, 25 -uli 2014

FRAKSI PARTAI AMANAT NASICNAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua Sekretaris

JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, S=. : MOH. IMAM ZARKASI
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TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Jum,at 25 Juli 2014
Dibacakan oleh : Hj.DHIAN RAHW ENI DEWI, SE
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ASCGALAMU’ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota
DIPRD ;

Yang kami hormati, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya :

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan
Hadirin yang berbahagia serta semua Masyarakat
Rembang yang kami ciitai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadrin
sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

karena atas limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri



Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir
Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan selamat hari
Raya Idul Fitri 1435 H bagi seluruh warga masyarakat Rembang,
mohon maaf [uhir dan batin. Selanjutnya karena rapat paripurna saat ini
adalah rapat terakhir bagi Anggota DPRD periode 2009-2014, untuk itu
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang t=lah
bekerja-sama selama ini  sekaligus mohon maaf kepada warga
masyarakat Rembang dikarenakan kami belum bisa memenuhi semua
harapan dan aspirasi werga. Kepada rekan-rekan yang melanjutkan
baktirya ditempat lain kita ucapkan selamat jalan dan semoga sukses.
Bagi rekan-rekan yang kembali meneruskan pengabdian di Kantor
DPRD kita ucapkan selamat berjuang dan menjalankan tugas semoga
dilain waktu bertemu kembali..

Hadirin Sidang Paripurna Yang IKami Hormati ,

Setelah mencermati dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD
Perubahan Kabupaten Rembang tahun 2014. FBK menyampaikan
beberapa hal Sebagai berikut :

I. Bidang Pendidikan, saat ini merupakan masa awal proses
belajar, untuk itu FBK senantiasa mengajak semua pihak terutama

jajaran Diknas agar tetap selalu mengupayakan dan melakukan






pemantauan kepada Satuan-Satuan Pendidikan agar bisa menghadirkan
sekolah yang terjangkau dan berutu.

II. Bidaag Kesehatan, bahwa RSUD Dr.R Sutrasno hingga saat
ini dan prediksi sampai akhir tahun masih memiliki tunggakan hutang
obat 5M, untuk itu perlu kiranya dianggarkan dalan anggaran 2015
mencatang dengan catatan RSUD benar-benar dapat menunjukkan
peningkatan kualitas kinerjanya.

111. Di bidang Infra Stuktur jalan dan Perhubungan, Untuk
mengurangi tingkat kerusakan jalan kabupaten, maka perlu adanya
pembatasan/pengaturan tonase kandaraan yang melawati jalan-jalan
tersebur serta pengaturan parkir umum / swasta di pinggir- jalan.

Demikiaan pandapat akhir terhadap RAPBD Perubahan
Kabupaten Rembang tahun 2014 ikami sampaikan, dengan mengucap, “
Bismillahi wala Khaule wale khuuwata illa billah”, FBK dapat
menerima RAPBD Perubahan Kabupaten Rembang tahun 2014
ditetapkan menjadi APBD semocga bermanfaat. Maturnuwun.
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 25 Juli 2014
FRAKSI BINTANG KEADILAN

/; =

Sekretaris
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5§ TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan
dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka periu
menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 menjadi
Peraturan Daerah ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanan dan Bangunan ;

4. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi aan Nepotisme ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan den Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kzuangan Daerah ;

Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;



22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

24.Peraturan Pemerintan Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahian Antar Pemerintah. Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

26. Peraturan Pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

27.Peraturan Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah ;

28. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ;

29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

30.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah aiubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tantang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

36 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang ;

37 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedomar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.






Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

38.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 201C tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupzaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Tertib Cewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

I. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada
tanggal 25 Juli 2014 ; .

2. Pendapat Fraksi-iraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 25 Juli 2014;

Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25

Juli 2014 .

(&)

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya
sepagaimana tersebui dalam Laporan Badan Anggaran untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada PIt. Bupati Rembang ;

Memberikan Rekomendasi kepada Plt. Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA

PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Rembang, 25 Juli 2014
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;

Ykh.

Ykh.
Ykh.

Ykh.

Ykh. -

Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;

Relan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungar Setda Kabupaten
Rembang ;

Kepala SKPD se: Kab. Rembang ;

Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.



Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah
saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt,
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri
Rapat Paripuma DPRD dalam  rangka
Persetujuan Raperda Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014, dalam keadaan sehat
wal'fiat.

Kami sampaikan “tevima kasih” kepada
semua pihak, terutama jajaran legislatif yang telah
mendukung dan mencurahkan perhatian dengan
semangat yang tinggi membahas hingga
selesainya proses penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2014 sehingga berjalan lancar
dan tepat waktu.
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Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Pembahasan Raperda perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan
bertujuan  untuk menganiisipasi  perubahan
kegiatan dan program-program baru daerah yang
tentunya mempengaruhi belanja daerah, selain hal
tersebut guna mempercepat program-program
pembangunan  untuk  segera dilaksanakan
sehingga masyarakat dapat menikmati program
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2014 ini, pada setiap program yang akan
dilaksanakan nantinya dapat memberikan output
dan outcome dengan kuantitas dan kualitas yang
terencana dan terukur. Hal ini merupakan
implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi
koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja
Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen
kcordinasi yang baik.



Dengan  demikian  melalui Rancangan4
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ini
diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat
menampung aspirasi berbagai program dan
kegiatan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu,
dengan perubahan anggaran ini diharapkan dapat
menyempurnakan program atau kegiatan yang
sudah herjalan maupun yang belum teranggarkan
pada AFBD penetapan, sehingga dapat
mempercepat pencapaian tahapan pelaksanaan
nembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kila ketahui bersama bahwa
sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini
ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan
koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan
terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan
Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan
persepsi dan pemahaman terhadap setiap
perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang
dituangkan dalam program dan kegiatan,
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serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014,

Rancangan Peraturan daerah ini akan
menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada
tahun 2014 ini dalam melaksanakan aktivitas
pemerintah dan  pembangunan  Kabupaten
Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap
optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah
disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah
daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk
memacu pembangunan dan  pertumbuhan
perekonomian demi kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Pendapatan Daerah pada Rancangan
Perubahan APBD  tahun 2014  sebesar
Rp.1.334.056.737.469,- pada APBD tahun 2014
sejumlah Rp1.211.845.336.969,-, maka terdapat
kenaikan sebesar Rp.122.21C.800.500.,-
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Selanjutnya untuk Rancangan Perubahan

Belanja APBD Tahun 2014 sebesar
Rp.1.489.979.054.176,- dibanding anggaran
belarja APBD tahun 2014 sebesar
Rp.1.332.331.681.650,-, maka terjadi kenaikan
sebesar Rp.157.147.372.526,-

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun

2014 terdapat defisit sebesar
(Rp.155.922.316.707,-) yarg akan ditutup melalui
pembiayaan daerah sebesar

Rp.155.922.316.707,- sehingga pada Rancangan
Perubahari APBD Tahun 2014 menjadi balance.



Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melaiui rapat Paripurna ini, sekali lagi saya atas
nama Pemerintah Kabupaten Rembang
mengucapkan terima kasih kepada saudara
Fimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh
Pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja
keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda
Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2014 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif
yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas
Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai
bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah
daerah, utamanya dalary peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
di Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan
Panetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran
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Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam
membangun daerah dan mensejahterakan
rnasyarakat Kabupaten Rembang. Amin, amin, ya
Rcbbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Plt Bupati Rembang
Wakil Bupati

/ . ABDUL HAFIDZ
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